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Transparasi Informasi Pemilu 
Melalui Digitalisasi Pemilu

R A P A T  K O O R D I N A S I



Dasar Hukum

Undang-Undang 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang 25 Tahun 2009
Pelayanan Publik

Undang-Undang 43 Tahun 2009
Kearsipan

Undang-Undang 7 Tahun 2017
Pemilihan Umum

Perpres 95 Tahun 2018
Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik

Perpres 39 Tahun 2019
Satu Data Indonesia

2



EVOLUSI PEMILU

Teknologi Informasi berperan penting dalam transparansi data Pemilu. KPU telah 

berevolusi dalam menggunakan TI untuk menumbuhkan transparansi

• Proses rekapitulasi 

hasil Pemilu

• PPK, memasukkan 

hasil rekapitulasi di 

tingkat kecamatan 

dan dikirim melalui 

email ke Pusat 

untuk rekapitulasi 

nasional

2004 2009

• Proses rekapitulasi

hasil Pemilu

• Pindai Formulir C1 

(ICR / Intelegenct

Character 

recognition)

• Pengumuman Hasil 

Pemilu di tingkat

nasional melalui

Tabulasi Nasional

2014

• Penggunaan TI 

pada tahapan

Pemilu mulai dari

pemutakhiran

daftar Pemilih

(Sidalih) hingga

proses rekapitulasi

hasil Pemilu

(Situng)

2019

• Penggunaan TI dan 

mengumumkan setiap

tahapan Pemilu:

1. Pemutakhiran data 

pemilih (Sidalih) 

2. Verifikasi parpol

(Sipol)

3. Pencalonan (Silon)

4. Pembuatan dapil

(Sidapil)

5. Rekapitulasi hasil

pemilu (Situng)

6. Pengadaan barang

dan jasa (LPSE)
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1 32

Penerapan Peraturan
Hukum tentang

Keterbukaan Informasi
Publik

Digitalisasi
Data Pemilu

Implementasi
Open Data 

ROADMAP TRANSPARANSI INFORMASI KPU
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Proses pengubahan berkas hasil Pemilu menjadi

data digital dengan menerapkan prinsip data 

terbuka dalam rilis data.

Data tersedia dalam format terbuka yang mudah

dibagi, dipakai, dan dibaca oleh sistem elektronik

DIGITALISASI DATA PEMILU
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Ketersediaan

Akses Data

KRITERIA OPEN DATA

Terbuka 

Untuk Umum

• Data tersedia secara utuh

• Bebas biaya

• Dapat diunduh via online

• Data mudah digunakan

dan diolah kembali

• Bebas digunakan

• Dapat disebarluaskan kembali

(mencantumkan sumber data)

• Dipublikasikan sesuai dengan

UU 14 Tahun 2018 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

PRINSIP 
OPENDATA KPU 

1 SATU STANDAR DATA

2 SATU METADATA BAKU

4 REFERENSI DATA

3 INTEROPERABILITAS DATA
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Elemen Data KPU

01

DATA PEMILIH
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ID_PROV PROVINSI ID_KABKO KABUPATEN/KOTA LAKI_LAKI PEREMPUAN JUMLAH

02

DATA DAPIL PROVINSI DAPIL ALOKASI KURSI KABUPATEN/KECAMATAN

03

DATA SILON DAPIL PROVINSI NAMA_DAPIL NOMOR_PARTAI NAMA_PARTAI NOMOR_URUT NAMA_CALEG JENIS KELAMIN

04

DATA SIPOL PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL



INTEGRASI DATA KEPEMILUAN
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INTEGRASI DATA NON KEPEMILUAN
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DATA PEMILU

TERBUKA
opendata.kpu.go.id
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MENU

DATA
Berisi list semua dataset yang dapat dilakukan
pencarian berdasarkan topik, tag, atau tanggal.

Dataset dapat di-download dengan memilih icon 
file di sebelah kanan masing-masing dataset. 

Dalam sebuah dataset terdapat deskripsi, sumber
data, pratinjau, dan informasi tambahan

Data seluruh tahapan pemilu akan diupload
berdasarkan topik yang ada dalam format csv 
dan/atau excel
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MENU

DATASET
Berisi list semua dataset yang dapat dilakukan
pencarian berdasarkan topik atau tags.

Dataset yang ada di Open Data KPU

1. DPT Pemilu 2019 Per Kabupaten/Kota

2. Situng 2019 (Hasil Penghitungan) Rekap
Per Kecamatan dan Dapil :

• DPR RI

• DPR Prov 

• DPRD Kab/Kota 

• DPD RI

3. SIPOL 2019 

• Data Kepengurusan dan Anggota
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Dalam sebuah dataset 
terdapat:
• Judul
• Deskripsi
• Sumber data
• Pratinjau
• Informasi tambahan

Format Data
• csv
• excel
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Menu Visualisasi berisi
infografis data kepemiluan




